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PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN
PERLINDUNGANLAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN

BUPATI BENGKULU SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan
sebagaimana diatur dalamPasal 6 ayat (1) huruf c
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan, maka perlu ditetapkan Pedoman
Pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan di Kabupaten Bengkulu Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Pedoman
Pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan di Kabupaten Bengkulu Selatan;

Mengingat : 1. Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-
kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 55 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091;

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 58 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang
Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Penetapan dan Aluh Fungsi Lahan Pertanian
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5185);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5326);

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis
Kawasan Budidaya;

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
41/permentan/OT.14019/2009 tentang Kriteria
Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian;

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
07/Permentan/OT.120/2/2012 tentang Pedoman
Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan Lahan dan
Lahan Cadangan Pertanian Pangan Bekelanjutan;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

12. PeraturanMenteriPertanianRepublik Indonesia
Nomor56/Permentan/RC.040/11/2016
tentangPedomanPengembanganKawasanPertanian;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan
Nomor 08 Tahun 2011 TentangRencana Tata
RuangKabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 –
2031         (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu
Selatan Tahun 2011 Nomor 08,
TambahanLembaranDaerah Kabupaten Bengkulu
Selatan Nomor 08);

14. PeraturanDaerahKabupaten Bengkulu Selatan
Nomor09 Tahun 2016
tentangPembentukandanSusunanOrganisasiPerangka
t Daerah KabupatenBengkulu Selatan (Berita Daerah
Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor09).

MEMUTUSKAN :
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Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN  DI KABUPATEN
BENGKULU SELATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

DalamPeraturanBupatiini yang dimaksuddengan :
1. Daerah adalahKabupaten Bengkulu Selatan.
2. BupatiadalahBupati Bengkulu Selatan.
3. OPDadalahOrganisasiPerangkat Daerah Kabupaten.
4. LahanPertanianPanganBerkelanjutanadalahbidanglahan pertanian

yang
ditetapkanuntukdilindungidandikembangkansecarakonsistengunamen
ghasilkanpanganpokokbagikemadirian,
ketahanandankedaulatanpangannasional;

5. LahanCadanganPertanianPanganBerkelanjutanadalahLahanpotensial
yang dilindungipemanfaatannya agar
kesesuaiandanketersediaannyatetapterkendaliuntukdimanfaatkanseba
gaiLahanPertanianPanganBerkelanjutandimasa yang akandatang;

6. PerundanganLahanPertanianPanganBerkelanjutanadalahSistemdan
proses dalamperencanaandanmenetapkan, mengembangkan,
memanfaatkandanmembina,
mengendalikandanmengawasilahanpertanianpangandankawasansecar
aberkelanjutan;

7. PenetapanLahanPertanianBerkelanjutanadalah proses
penetapanlahanmenjadiLahanPertanianPanganBerkelanjutanmelaluita
tacara yang diatursesuaidenganketentuanperundangan yang berlaku;

8.
KawasanPertanianPanganBerkelanjutanadalahwilayahbudida

yapertanianterutamapadawilayahpedesaan yang
memilikihamparanLahanPertanian serta unsur
penunjangnyadenganfungsiutamauntukmendukungkemandirian,
ketahanandankedaulatanpangannasional;

9. Irigasiadalah Usaha penyediaan, pengaturandanpembuangan air
irigasiuntukmenunjangpertanian yang
jenisnyaadalahirigasipermukaan, irigasirawa, irigasi air
bawahtanahdanirigasipompa;

10. LahanBeririgasiadalahLahan yang memperoleh air danjaringanirigasi
yang meliputisawahberirigasiteknis, sawahberirigasi semi teknis,
sawahberirigasisederhanadansawahberirigasipedesaan;

11. LahanTidakBeririgasiadalahLahan yang
meliputisawahtadahhujandanlahankering;

12. SawahBeririgasiTeknisadalahSawah yang memperolehpengairan yang
saluranpemberinyaterpisahdarisaluranpembuangan agar
penyediaandanpembagian air
irigasidapatsepenuhnyadiaturdandiukurdenganmudah;

13. Tanah Terlantaradalah Tanah yang sudahdiberikanhakoleh Negara
berupahakmilik, hakgunausaha, hakgunabangunan, hakpakai,
hakpengelolaatausebagaidasarpenguasaanatastanah yang diusahakan,
tidakdipergunakanatautidakdimanfaatkansesuaidengankeadaannyaata
usifatdantujuanpemberianhakatasdasarpenguasaannya;
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14. Lahan marginal adalahLahan yang miskinharadan air yang
tidakmencukupikesuburantanahdantanamansepertitanahkapur/karst
atautanahpasir;

15. PanganPokokadalahSegalasesuatu yang berasaldarisumberhayati,
baiknabatimaupunhewani yang
diperuntukansebagaimakananutamauntukkonsumsimanusia;

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

MaksudditetapkannyaPeraturanBupatiiniadalah :
a. Memberikanarahpengendalianterhadapalihfungsilahan

pertanianaktifuntukpertumbuhanekonomi, sosial, demografi di
Kabupaten Bengkulu Selatan;

b. MemberikanarahpenyesuaianterhadapRencana Tata Ruang/Wilayah
Kabupaten Bengkulu Selatan

Pasal 3

TujuanditetapkannyaPeraturanBupatiiniadalah :
a. MelindungiLahanPertanianPangansecaraBerkelanjutan;
b. MenjaminketersediaanlahanPertanianPangansecaraBerkelanjutan;
c. Mewujudkankemandirian, ketahanandankedaulatanpangan;
d. Meningkatkankemakmuransertakesejahteraanpetanidanmasyarakat;
e. Meningkatkanperlindungandanpemberdayaanpetani;
f. Mempertahankankeseimbanganekologis;
g. Mewujudkanrevitalisasipertanian.

Pasal 4

RuangLingkupPeraturanBupatiiniadalah :
a. RencanaKawasanPertanianPanganBerkelanjutan;
b. RencanaLahanPertanianPanganBerkelanjutan; dan
c. RencanaLahanCadanganPertanianPanganBerkelanjutan.

BAB III
PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN

DATA SUBJEK, OBJEK DAN LUAS LAHAN PERTANIAN
PANGAN BERKELANJUTAN

Pasal 5

Persiapanpengumpulandanpengolahan data subjek, objekdanluas (SOL)
LahanPertanianPanganBerkelanjutanadalahsebagaiberikut :
a. OrganisasiPerangkat Daerah (OPD) yang

membidangiPertanianmelaksanakankoordinasidenganinstansiterkaitda
lamrangkasinkronisasi data penataanruang;

b. OrganisasiPerangkat Daerah (OPD) yang
membidangipertanianmelaksanakanSosialisasitentangpenetapanLahan
PertanianPanganBerkelanjutankepadamasyarakat;
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c. Sosialisasisebagaimanadimaksudpadahuruf b diatas,
dilakukanterhadap :
1). OrganisasiPerangkat Daerah (OPD)Terkait di Kabupaten Bengkulu

Selatan;
2). PemerintahKecamatan;
3). PemerintahDesa/Kelurahan;

Pasal 6

Mekanismepengumpulan data Subjek, ObjekdanLuas
(SOL)LahanPertanianPanganBerkelanjutanadalahsebagai berikut :
a. Pemerintah Desa/Kelurahanmelakukaninventarisasi data Subjek,

ObjekdanLuas (SOL)LahanPertanianPanganBerkelanjutan di
tingkatDesa/Kelurahan;dan

b.
PemerintahDesa/Kelurahanmembuatkesepakatandenganpemilikla

hanuntukmendapatkanpersetujuandaripemiliklahandenganmenjunjun
gtinggiazasmusyawarahmufakat.

Pasal 7

MekanismePengolahan data Subjek, ObjekdanLuas
(SOL)LahanPertanianPanganBerkelanjutanadalahsebagaiberikut :
(1) SKPD yang membidangipertanianmelakukanpengolahan data Subjek,

ObjekdanLuas (SOL) LahanPertanianPanganBerkelanjutan;
(2) Pengolahan data Subjek, ObjekdanLuas

(SOL)LahanPertanianPanganBerkelanjutansebagaimanadimaksudpada
huruf a, meliputi :
a. Pengukuran data SOL LahanPertanianPanganBerkelanjutan;
b. Analisis data Subjek, ObjekdanLuas

(SOL)LahanPertanianPanganBerkelanjutan;dan
c. Pemetaan data Subjek, ObjekdanLuas (SOL)

LahanPertanianPanganBerkelanjutan.
(3) Hasilpengolahan data Subjek, ObjekdanLuas (SOL)

LahanPertanianPanganBerkelanjutansebagaimanadimaksudpadahuruf
b, merupakan data SOL LahanPertanianPanganBerkelanjutan.

Pasal 8

(1) Data objekdanluas lahan yang dilakukanPengukuran,
AnalisisdanPemetaanuntukditetapkansebagaiLahanPertanianPanganB
erkelanjutan (LP2B)merupakan data
hasilintegrasiterhadaplahansawah yang memilikiirigasiteknis, semi
teknisdan non irigasi yang merupakanhasilidentifikasi,
inventarisasiawal yang dilaksanakanOrganisasiPerangkat Daerah
(OPD) yang
membidangipertanianbekerjasamadenganBadanPertanahanKabupaten
daninstansiterkaitlainnya.

(2) Data objekdanluaslahan yang dimaksudpadaayat (1)sebagaiberikut :

No Kecamatan
BIG Tipologi

(Ha)

Data LP2B Hasil
Pengolahan dan

Integrasi (Ha)
Irigasi Non Irigasi Irigasi Non Irigasi

1 Air Nipis 1.104,21 16,67 1.256,31 27,30
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2 Bunga Mas 137,66 373,58 161,62 425,23
3 Kedurang 727,31 5,20 823.17 24,24
4 Kedurang Ilir 246,11 123,55 256,16 129,94
5 Kota Manna 40,57 123,72 41,90 129, 90
6 Manna 165,51 318,36 170,41 359,27
7 Pasar Manna 41,32 34,31 46,01 39,70
8 Pino 484,14 207,29 522,91 219,30
9 Pino Raya 457,36 695,89 473,08 775,12
10 Seginim 2.111,88 1,47 2.201,41 1,53
11 Ulu Manna 200,59 20,07 237,33 46,58

Total 5.716,77 1.920,12 6.190,30 2.178,10

BAB IV
KRITERIA TEKNIS, PERSYARATAN DAN TATA CARA PENETAPAN

LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Pasal 9

(1) KriteriaKawasanPertanianPanganBerkelanjutanadalah :
a. Memilikihamparanlahandenganluas minimal paling sedikit 5 (lima)

hektar;dan
b. Menghasilkanpanganpokokdengantingkatproduksi yang

dapatmemenuhikebutuhanpanganmasyarakatsetempat.
(2) KriteriaLahanPertanianPanganBerkelanjutanadalah :

a. Beradapadakesatuanhamparanlahan yang
mengandungproduktifitasdanefisiensiproduksi;

b. Memilikipotensisangatsesuai,
sesuaidanagaksesuaigunaperuntukantanamanpangan;

c. Adanyadukunganinfrastukturdasar;dan
d. Telahdimanfaatkansebagailahanpertanianpangan.

(3) KriteriaLahanCadanganPertanianPanganBerkelanjutanadalah :
a. Beradapadakesatuanhamparan yang

mendukungproduktifitasdanefisiensiproduksi;
b. Memilikipotensisangatsesuai,

sesuaidanagaksesuaigunaperuntukantanamanpangan;
c. Adanyadukunganinfrastukturdasar;dan
d. Telahdimanfaatkansebagailahancadanganpertanianpangan.

BAB V
PENETAPAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Pasal 10

(1) Lahansebagaimanadimaksudpadapasal 8 ayat (2) sebagai data
objekdalampenetapanLahanPertanianPanganBerkelanjutan di
Kabupaten Bengkulu Selatan untukjangkawaktu 20 tahun (2020-
2040);

(2) LahanPertanianPanganBerkelanjutansebagaimana dimaksudpadaayat
(1) ditetapkandenganKeputusanBupati.

(3)
KeputusanBupatitentangLahanPertanianPanganBerkelanjutandapa

tditinjauulang minimal 5 (lima) tahunsekali.



[7]

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

PeraturanBupatiinimulaiberlakusejaktanggaldiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkanuntukmengundangkanperaturanBupatiinidenganpenempa
tandalamBerita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan  di Manna
pada tanggal 19 November2019

BUPATI BENGKULU SELATAN

ttd

GUSNAN MULYADI

Diundangkan di Manna
pada tanggal 19 November 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

ttd

YUDI SATRIA, SE, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2019 NOMOR30


